ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perizinan Penebangan Pohon Sebagai Bahan Baku
Produk Mebel Ditinjau Dari Undang-Undang Perhutani Dan Magqashid Syari’ah
(Studi Kasus di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”. Ini
ditulis oleh Melinia Anggi Puspita, NIM. 12101193022, Progam Studi Hokum
Ekonomi Syri’ah, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universits Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembibing Skripsi: Septi Wulan Sari,
S,Sy. M.H. NIP. 199209182019032019

Kata Kunci : Perizinan, Undang-undang Perhutani, Maghasid Syari’ah

Perusahaan mebel dalam melakukan penebangan pohon harus mematuhi
dan menjalankan prosedur perizinan dengan sungguh-sungguh apabila ingin
melaksanakan penebangan pohon pada lahan tertentuAkibat dari maraknya para
pihak yang menginginkan kayu-kayu pilihan yang berkualitas bagus banyak pihak
yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemeri. ntah daerah
ataupun perhutani, dalam perizinan penebangan pohon. Di desa Sumber
Kecamatan Sanankulon karena banyaknya perusahaan mebel dan sering
melakukan penebangan pohon, tempat yang tepat untuk melakukan penelitian.

Adapun Fokus Penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perizinan
penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber Kecamatan
Sanankulon. 2.Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perhutani terhadap perizinan
penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber Kecamatan
Sanankulon. 3. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari“ah terhadap perizinan
penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber Kecamatan
Sanankulon.

Penelitian ini dilakukan di UD. Jati Payung Mulia, UD. Berkah Suar
Mandiri, Unggul Woordcarf dan Dinas Perhutani dengn menggunakan pendekatan
kualitatif serta jenis pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan
menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dan
dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dengan menggunkan triangulasi dan
perpanjangan kehadiran. Data yang terkumpul berupa kata-kata dianalisis dengan
cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa :1. Pelaksanaan
perizinan penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon memiliki beberapa prosedur yang dilakukan oleh UD. Jati
Payung Mulia, Unggul woordcarf, dan UD. Berkah Suar Mandiri, membuat surat
permohonan perizinan penebangan pohon, survei tempat lokasi pohon berada,
penerbitan surat persetujuan perizinan penebangan pohon, kemudian dapat
dilaksanaknnya penebangan pohon. Pelaksanaannya, dari hasil analisis peneliti
menjelaskan bahwa belum secara maksimal pelaksanaan izin menebang pohon di
kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan kurang tegaknya aparat hukum serta
banyaknya luas area hutan Kabupaten Blitar yang sulit dijangkau untuk diawasi.
2.Perizinan penebangan pohon yang dilakukan oleh perusahaan di desa Sumber
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kecamatan Sanankulon, yang ditinjau berdasarkan Undang Undang Perhutani
Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang terletak pada pasal 50 belum
sepenuhnya diterapkan oleh pengusaha produk mebel hal ini terbukti karena
terdapat beberapa pengusaha yang melanggar prosedur perizinan penebangan
pohon dengan melakukan penebangan diluar Kawasan yang telah ditetapkan dan
termasuk kedalam perusakan hutan. 3. Pelaksanaan Perizinan penebangan pohon
sebagai bahan baku produk mebel ditinjau dari maqgshid syari’ah di desa Sumber
Kecamatan Sanankulon bahwa ditemukan pengusaha mebel UD. Berkah Suar
Mandiri yang dalam pelaksanaan perizinan penebangan pohon tidak sesuai
dengan magqashid syari’ah yaitu melakukan ketidakjujuran dalam melaksanakan
penebangan pohon dan menyimpang dari prinsip Maqgashid Syariah yaitu Hifz al-
Din (memelihara agama), Hifz al-aql (memelihara akal), Hifz al-Mal (memelihara
harta).
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ABSTRACT

Thesis entitled "Licensing of Tree Cutting as Raw Material for Furniture
Products Reviewed from the Law on Perhutani and Magqashid Syari'ah (Case
Study in Sumber Village, Sanankulon District Kabupaten Blitar)". It was written
by Melinia Anggi Puspita, NIM. 12101193022, Syri'ah Economic Law Study
Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, State Islamic University Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung. Thesis Supervisor: Septi Wulan Sari, S,Sy. M.H.
NIP. 199209182019032019

Keywords : Licensing, Perhutani Law, Maghasid Shari'ah

Furniture companies in cutting trees must comply with and carry out
licensing procedures seriously if they want to carry out tree cutting on certain
landAs a result of the rampant parties who want good quality selected wood,
many parties violate the provisions made by the government. ntah area or forestry,
in tree cutting permits. In Sumber village, Sanankulon sub-district because of the
large number of furniture companies and often cutting trees, the right place to do
research.

The focus of this research is: 1. How to implement tree cutting permits as
raw materials for furniture products in Sumber Village, Sanankulon District. 2.
How is the review of the Perhutani Law on permits for cutting trees as raw
material for furniture products in Sumber Village, Sanankulon District. 3. How is
Magqashid Syari'ah review of tree cutting permits as raw material for furniture
products in Sumber Village, Sanankulon District.

This research was conducted at UD. Teak Payung Mulia, UD. Berkah Suar
Mandiri, Unggul Woordcarf and Dinas Perhutani use a qualitative approach and a
descriptive approach. Data were collected using in-depth interviews, participant
observation, and documentation. Checking the wvalidity of data by using
triangulation and attendance extension. The collected data in the form of words is
analyzed by reduction, presentation of data and drawing conclusions.

The results of the analysis of this study show that: 1. The implementation
of tree cutting permits as raw material for furniture products in Sumber Village,
Sanankulon District, has several procedures carried out by UD. Teak Payung
Mulia, Unggul woordcarf, and UD. Berkah Suar Mandiri, making an application
letter for a tree cutting permit, surveying the location of the tree, issuing a tree
cutting permit approval letter, then tree cutting can be carried out. The
implementation, from the results of the researcher's analysis, explained that the
implementation of tree cutting permits in Blitar district has not been maximized.
This is due to the lack of law enforcement and the large area of forest in Blitar
Regency that is difficult to reach to monitor. 2. Tree cutting permits carried out by
companies in Sumber village, Sanankulon sub-district, which are reviewed based
on Perhutani Law Number 41 of 1999 concerning Forestry located in article 50
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have not been fully implemented by furniture product entrepreneurs, this is
evident because there are several entrepreneurs who violate tree cutting licensing
procedures by logging outside the designated area and are included in forest
destruction. 3. The implementation of tree cutting permits as raw materials for
furniture products is reviewed from the magshid shari'ah in Sumber village,
Sanankulon District, that UD furniture entrepreneurs were found. Berkah Suar
Mandiri which in the implementation of tree cutting permits is not in accordance
with maqashid shari'ah, namely dishonesty in carrying out tree cutting and
deviates from the principles of Maqashid Sharia, namely Hifz al-Din (maintaining
religion), Hifz al-aql (maintaining reason), Hifz al-Mal (maintaining property).
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